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Mengingat

BUPATI GORONTALO UTARA,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor
5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi, untuk pelaksanaan pemungutan perlu
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3481);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nmor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4687);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan  Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3980);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuwensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4075);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5
Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara Tahun 2011 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 154),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalan
Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 225).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;

4. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara;

5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan

10.

Informatika Kabupaten Gorontalo Utara;

. Kepala Badan Keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten

Gorontalo Utara;

. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara;

. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi

daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
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17.

18.

19,

20.

usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan
bentuk usaha tetap;

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut sebagai retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan /menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan;
Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi jasa umum,;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau
sistem elektro magnetik lainnya,

Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan
pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya
telekomunikasi;

Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana
penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain

atau bentuk  konstruksinya  disesuaikan dengan keperluan
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

penyelenggaraan telekomunikasi;

Menara Bersama Eksisting adalah menara yang ditempatkan diatas tanah
yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua)
penyelenggara telekomunikasi.

Menara Pole adalah jenis menara yang hanya terdiri dari satu batang atau
satu tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah.
Pengendalian adalah satu upaya kegiatan untuk mencegah adanya
dampak yang tidak baik guna melindungi kepentingan umum dengan
menggunakan suatu sistem agar semua program dapat berjalan sesuai
tujuan dan terarah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat
SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terutang;

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di
singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya
jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah
kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi
dan jumlah yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai Kkegiatan penagihan retribusi atau kepada Wajib
Retribusi serta pengawasan penyetorannya;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
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(1)

data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan retribusi daerah.

BAB 1I
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2
Dalam pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Bupati
melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Keuangan dan Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 3
Pelimpahan kewenangan kepada Kepala Badan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
a. melakukan penetapan retribusi;
b. menerbitkan dan menandatangani SKRD,;
c. melakukan pembetulan, pengurangan, pembatalan ketetapan retribusi
dan pengurangan serta pembatalan sanksi adminitrasi;

d. melakukan penghapusan retribusi yang kedaluwarsa.

Pasal 4
Dalam hal kewenangan pengurangan, pembatalan Ketetapan Retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ dan penghapusan retribusi
yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d
ditetapkan sebagai berikut :
a. sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah
kewenangan Kepala Badan Keuangan;
b. diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah kewenangan
Bupati.
Bupati dalam melakukan pengurangan, pembatalan ketetapan retribusi
dan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, setelah memperhatikan pertimbangan

yang disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan.
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\ Pasal 5

Pelimpahan kewenangan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

sebag;iimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(3)

(1)
(2)

melakukam pendaftaran/ pendataan objek dan subjek retribusi;
menyerahkan SKRD kepada wajib retribusi;

melakukan pemungutan retribusi,

untuk keselamatan penerbangan, Kepala Dinas Komunikasi dan
Inff)rmatika dapat melakukan pengawasan atas penggunaan lampu tanda
bahaya pada menara telekomunikasi;

mqmberikan teguran tertulis kepada penanggung jawab menara
telekomunikasi bila ditemukan menara telekomunikasi yang tidak

mqnggunakan lampu tanda bahaya.

Pasal 6
Pendaftaran/ Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 butir a
dilakukan secara periodik setiap bulan Oktober tahun berjalan.
Data objek dan subjek retribusi sebagai hasil pendataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke Badan Keuangan.
Data objek dan subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
u‘ntuk dasar penetapan retribusi tahun berikutnya.

BAB III
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Berdasarkan data objek dan subjek retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Kepala Badan Keuangan membuat nota perhitungan
retribusi.
Berdasarkan nota perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD.
S}(RD setelah diterbitkan oleh Kepala Badan Keuangan, diserahkan kepada
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang disertai dengan Berita
/Hcara Penyerahan.

BAB 1V

| TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 8

Jumlah retribusi yang terutang ditetapkan dalam SKRD atau SSRD;
Iﬁetribusi dipungut berdasarkan SKRD dan/atau SSRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);
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3)

(1)
(2)

(3)

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminstrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang

tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 9
SKRD dan/atau SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

sekaligus berfungsi sebagai media pungutan dan media setoran;

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 10
Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan atau lunas;
Pembayaran retribusi dilakukan setelah Wajib Retribusi menerima SKRD ;
Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui Kas Daerah dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu

pada Dinas Komunikasi dan Informatika. dengan menggunakan SSRD.

Pasal 11

Jatuh tempo pembayaran retribusi ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak tanggal penerbitan SKRD.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 12
Pembayaran retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu
Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (3) disetor ke Kas Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerimaan
Badan Keuangan;
Pembayaran retribusi dari wajib retribusi disetor ke Kas Daerah dalam
waktu 1 X 24 jam,;
Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika
setelah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, menyerahkan surat tanda
setoran lembar 2 (dua) sampai dengan lembar 5 (lima) Kepada Bendahara
Penerimaan Badan Keuangan yang dilampiri dengan SSRD;
Surat Tanda Setoran dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diserahkan Kepada Bendahara Penerimaan Badan Keuangan selambat-

lambatnya 1 (satu) hari setelah melakukan penyetoran ke Kas Daerah.
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(1)

(2)

BAB VI
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaporkan realisasi
penerimaan dan penyetoran setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah dengan tembusan diteruskan kepada:
1. Inspektorat Daerah;
2. Badan Keuangan.
Laporan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 14

Pengawasan atas pemungutan dan pengelolaan retribusi dilakukan oleh Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika.

(1)

(2)

(1)

(2)

(4)

BAB VII
KOORDINASI DAN PEMBINAAN
TEKNIS OPERASIONAL PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15
Badan Keuangan berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis
operasional pemungutan retribusi;
Koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi

dilaksanakan bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VIII
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 16
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDKB,
SKRDKBT dan/atau STRD, karena adanya kesalahan hitung, kesalahan
dalam penulisan atau pengetikan, kesalahan data dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan benar serta dilampiri SKRD.
Pengajuan keberatan disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari,
terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan STPD,
kecuali jika Wajib Retribusi Tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka

waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
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(5)

(6)

(7)

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
berupa bencana alam, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang tidak
terduga.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pengajuan keberatan yang tidak dilampiri SKRD dan/atau disampaikan
setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) maka keberatan tersebut tidak dapat dilayani.

Pasal 17

Pengajuan keberatan dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 ayat (2) dikoordinasikan dengan Kepala Badan Keuangan.

(1)

Pasal 18
Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, Kepala Badan Keuangan harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan.
Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak dan/atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
Kepala Badan Keuangan sebelum menerbitkan Surat Keputusan atas
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penelitian
dilapangan dan penelitian adminitrasi atas kebenaran keberatan
dimaksud.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan
Keuangan belum memberikan keputusan, maka pengajuan keberatan
dianggap dikabulkan.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersama oleh
instansi yang diberi kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2.
BAB IX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINITRASI

Pasal 19
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan tertulis atas keringanan,
pengurangan, pembebasan pokok retribusi dan pembebasan sanksi
administrasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diatas

kertas bermaterai;

by d



(2)

(3)

(1)

(2)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

Permohonan diajukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah Wajib
Retribusi menerima SKRD dan atau SSRD;
Permohonan yang diajukan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak dapat dilayani.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan
Kepala Badan Keuangan.

Pasal 20

Pembetulan atas ketetapan retribusi dapat dilakukan karena kesalahan
data, kesalahan dalam penghitungan retribusi dan kesalahan penulisan
atau pengetikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
Pembatalan atas ketetapan retribusi dapat dilakukan karena adanya
ketetapan ganda dan/atau hilangnya objek retribusi.

Pengurangan atas ketetapan retribusi dapat dilakukan terhadap Wajib
Reribusi tertentu yang tidak mampu dan/atau sebagian objek retribusi
berkurang.

Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dapat dilakukan
terhadap Wajib Retribusi tertentu yang tidak mampu membayar retribusi
bila ditambah dengan sanksi administrasi dan dengan adanya sanksi
administrasi tersebut dapat menghambat pembayaran pokok retribusi.
Pengurangan ketetapan retribusi dan pengurangan sanksi adminitrasi

maksimal 30 % (tiga puluh persen).
Pasal 21

Kepala Badan Keuangan dapat menolak atau menerima permohonan
keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;

Dalam hal permohonan ditolak, maka pemohon wajib membayar retribusi
yang terutang sesuai SKRD dan atau SSRD;

Dalam hal permohonan diterima maka keringanan, pengurangan dan
pembebasan retribusi berlaku hanya selama 1 (satu) masa retribusi;
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya berkas
permohonan, Kepala Badan Keuangan belum memberikan keputusan

maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

Kelebihan pembayaran retribusi disebabkan oleh adanya kesalahan hitung,
kesalahan pengetikan/penulisan dan kesalahan data;

%w/‘/



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan tertulis atas pengembalian
kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan SKRD dan
atau SSRD.

Bila permohonan kelebihan pembayaran yang tidak dilampiri SKRD atau
SSRD , maka permohonan tersebut tidak dapat dilayani.

Permohonan pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikoordinasikan dengan Kepala Badan Keuangan.

Pasal 23
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran paling lambat 15 (lima
belas) hari setelah Wajib Retribusi mengetahui adanya kesalahan
penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1);
Bila permohonan kelebihan pembayaran lewat 15 (lima belas) hari, maka

permohonan tersebut tidak dapat dilayani.

Pasal 24
Kepala Badan Keuangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran, harus memberi
keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dilampaui dan Kepala Badan Keuangan  tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lain dan/atau utang
pajak, maka kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan
untuk melunasi utang retribusi tersebut atau utang pajak lainnya
dan/atau diperhitungkan dengan pembayaran reribusi tahun berikutnya.
Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
Jika kelebihan pembayaran retribusi setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala
Badan Keuangan memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua) persen

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA

Pasal 25
Penghapusan piutang dapat dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan

karena adanya kedaluwarsa penagihan.

/47/



(2) Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa dapat dilakukan setelah
melalui penelitian administrasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
(3) Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa ditetapkan dengan Surat
Keputusan.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gorontalo
Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi' Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011
Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

. Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalhhkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara.

Ditetapkan di Kwandang

tanggal 10 AGustc 2017
ATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 0 AGULuS 2017
SEKRE RAH KABUPATEN GORONTALQ YJTARA
PAT. I

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALC UTARA TAHUN 2017 NOMOR 331\

Ly
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